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KEPALA SMP N 8 LEIHITU JADI TERSANGKA KORUPSI BOS 
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Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon menetapkan Sabah Makatita sebagai tersangka 

dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 8 

Leihitu. Sabah Makatita adalah Kepala SMP Negeri 8 Leihitu. Ia dinilai bertanggung jawab atas 

dugaan korupsi dana BOS tahun anggaran 2012-2017 sebesar Rp2 milar. “Dia ditetapkan sebagai 

pihak yang bertanggung jawab karena diduga telah menyalahgunakan kewenangannya hingga 

mengakibatkan muncul kerugian negara,” kata Kepala Kejari Ambon, Beni Santoso. 

Tersangka dijerat dengan pasal  2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 

2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Ko-

rupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penyidik masih merampungkan berkas tersangka untuk 

dilimpahkan ke jaksa penuntut untuk diteliti. “Kita rampungkan dulu, baru bisa kita agendakan 

pelimpahan berkasnya ke Jaksa,” jelas Kepala Seksi Pidana Khusus, Ruslan Marasabessy. 

Penetapan Sabah Makatita sebagai tersangka dilakukan setelah Penyidik Kejari Ambon 

memeriksa puluhan saksi, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah 

Askam Tuasikal serta dua anak buahnya bernisial J.U dan O.N, Kepala Sekolah dan lima guru 

honor SMPN 8 Leihitu, serta dua orang supir Toko Nurlia Wayame. Kepada Jaksa, kelima guru 

honorer mengaku menerima honor Rp350.000,00 setiap bulan, padahal dalam laporan 

pertanggung jawaban disebutkan guru honorer menerima Rp400.000,00 per bulan. Selain itu, 

mulai dari insentif guru honorer, beasiswa untuk siswa miskin, satu ruang belajar dan satu per-

pustakaan tidak direalisasikan dengan benar. Padahal di laporan pertanggung jawaban ada tanda 

tangan penerima uang. Kasus dugaan korupsi dana BOS SMPN 8 Leihitu diusut sejak tahun 2018, 

dan naik ke tahap penyidikan setelah ditemukan potensi kerugian negara mencapai ratusan juta 

rupiah. 
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Sumber Berita: 

Harian Siwalima, “ Kepala SMP N 8 Leihitu Jadi Tersangka Korupsi BOS”, 2 Juli 2020. 

 

Catatan: 

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 

1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah : 

a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan 

kerugian negara; 

b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 

atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang 

mengakibatkan kerugian negara; 

c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena 

jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu; 

d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan 

bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan 

pada masa perang; 

e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan; 

f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan; 

g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian. 

2. Menurut KUHAP pada: 

a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan. 

b. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya.  

c. Pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat 

atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.  

d. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, 

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 

3. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan 
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pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya 

melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung 

merugikan kerugian negara, wajib mengganti kerugian tersebut. 

4. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 

a. Pasal 1 angka 80 menyebutkan Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat 

BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan 

pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan 

b. Pasal 329G ayat (1) menyebutkan Kepala sekolah negeri menyampaikan laporan 

penggunaan dana BOS triwulan I dan triwulan II paling lambat tanggal 10 Juli sedangkan 

untuk triwulan III dan triwulan IV paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan 

kepada bendahara pengeluaran pembantu; ayat (2) menyebutkan laporan penggunaan dana 

BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan 

lengkap; dan ayat (4) menyebutkan Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertanggungjawab atas penggunaan dana BOS yang diterima setiap triwulan. 

 


